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Daam rangka mencari aternatif pembiayaan dunia bisnis Indonesia mulai mencoba menggunakan lembaga
leasing. Diperkenalkan sgjak 1974 dan makin dibutuhkan pada saat pemerintah terpaksa menjalankan
kebijaksanaan uang ketat, dimana pembiayaan secara konvensional melalui lembaga perbankan sangat sulit
diperoleh. Walaupun dalam prakteknyalembagaini dapat diandalkan, namun dari segi hukum timbul
permasalahan oleh karena lembaga leasing yang berasal dari sistem hukum asing sementara Indonesia
memiliki Sistem Hukum Perikatan tersendiri. Leasing berbeda dengan perjanjian jual

Deli, sewa menyewa. sewabeli, jual beli dengan angsuran dan jual beli dengan hak membeli kembali karena
leasing memiliki unsur pembeda dimana obyeknya merupakan barang modal. Leasing tidak diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi dalam Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri.
<br><br>

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Penulis melakukan penelitian untuk menjawab permasaalahan : (1)
mengapa leasing dapat diterima sebagai suatu bentuk lembaga perjanjian, di Indonesia ? (2) mengapa
perjanjian leasing yang dibuat dihadapan Notaris mempunyai ciri-ciri sebagai perjanjian baku (3) bagaimana
peran Notaris dalam

memformulasikan perjanjian leasing ?

<br><br>

Adapun metode penelitian yang dipilih adalah penelitian kepustakaan bersifat yuridis normatif melalui studi
dokumen terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dilengkapi dengan wawancara.
Selanjutnya data yang tersedia dianalisa secara kwalitatif, sehingga diperoleh hasil penelitian yang bersifat
deskriptif analisis.

<br><br>

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut, akhirnya dapat disimpulkan : (1) bahwa lembaga leasing
dapat diterima dan diterapkan di Indonesia berdasarkan asas kebebasan,berkontrak sebagaimana termuat
dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ; (2) bahwa meskipun perjanjian leasing
dibuat dengan akta otentik, perjanjian tersebut masih memiliki ciri-ciri sebagai

perjanjian baku/standar ; (3) bahwa peran Notaris sangatlah penting untuk menentukan perumusan klausula
yang dimuat dalam perjanjian leasing.

<br><br>

Berdasarkan kessmpulan dari hasil penelitian tersebut penulis memberikan saran : (1) sebaiknya kegiatan
leasing diatur dalam satu peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan hukum perikatan
Indonesia; (2) Notaris seyogyanya proaktif memberikan penyuluhan hukum agar akta otentik perjanjian
leasing tidak memuat klausula baku ; (3) klausul perjanjian leasing perlu ditambahkan ketentuan mengenal
kerahasian perjanjian, perlindungan atas Hak Atas

Kekayaan Intelektual (HAKI), prioritas penggunaan barang modal produksi dalam negeri, peristiwaforce
majeure dan penyelesaian perselisihan melalui proses medias atau arbitrase.
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